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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI KEPAHIANG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG 

NOMOR 'l-11 TAHUN 2018 

TENTANG 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ·MAHA ESA 

BUPATI KEPAHIANG, 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu mengatur 
ten tang tata cara pengisian BPD, 
pengisian an tar waktu dan pemberhentian 
BPD, tugas, fungsi, kewenangan, hak dan 
kewajiban BPD, ketentuan mengenai 
penyusunan tata tertib BPD, dan mekanisme pengambilan 
keputusan musyawarah BPD; 

b . bahwa dengan banyaknya Badan Permusyawaratan Desa 
dalam wilayah Kabupaten Kepahiang yang berakhir masa 
jabatan Tahun 2018, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Kepahiang ten tang Badan 
Permusyawaratan Desa;. 

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara/ 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tamba.h 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 

3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
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Undang Nam.or 23 Tahun 2014 tentang PeIIIBriot:ebeo 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201-5 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang
Unclang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Cesa 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebegaimena 
teleh diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 t.entang Perubahan 
Ates Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
{Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

5 . Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Pcraturan di Dcsa (Bcrita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2093); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 
Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor2094; 

8 . Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9 . Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Serita Negara 
Republik lndonesia 'tahun 20i7 Nomor 89); 
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Menetapkan 

MEMUTUSKANt 

PERATURAN BUPATl 
PERMUSYAWARATAN DESA. 

BABJ 
DTUTUAlf UIIUII 

Pasall 

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimakeud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang. 

TENTANO BAOAN 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unaur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kepahiang. 
4 . Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. 
5 . Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hale asal usul, dan/ atau hale tradieional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republiklndonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan uruean Pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kcsatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8 . Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah 
Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 
yang anggotanya merupakan wakil dari Pcnduduk Ocea 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa selaajutnya disingkat 
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan 
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah 
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 

11. Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Desa, selanjutnya disebut 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemcrintah 

Desa. 
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundangaundangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan diaepakati 
bersama dcngan Badan Pcrmusyawaratan Desa. 



\ •· 
4 

BAB II 
TATA CARA PENOISIAN KEANOOOTAAN BPD 

Baaian Kesa.tu 
Keanggotaan BPO 

Paeal2 

(1) Angota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa bersangkutan 
berdasarkan kctcrwakilan wilayah clan keterwakilan percmpuan. 

(2) Jumlah anggota BPD ditetapkan genjil/ gaeal, paling eedikit 5 
(lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. 

(3) Penentuan aloka.si jumlah BPD ditetapkan ecbagai berlkut: 
a. jumlah anggota BPD 5 (lima) orang, apabila jumlah penduduk Desa 

kurang dari 2 .000 (dua ribu} jiwa; 
b. J'umlah anggota BPD 7 (tujuh) orang, apabila jumlah penduduk Oesa 

antara 2 .000 s.d. 3 .000 (dua ribu sampai dengan tiga ribu) jiwa; dan 
c. jumlah anggota BPD paling banyak 9 (sembilan) orang, I apabila jumlah penduduk Desa lebih dari 3 .000 (tiga ribu) jiwa; 

Bagian Kedua 
Syarat Anggota BPD 

Pasal3 

(l} ~t.an untuk dapat menjadi anggota BPD adalah: 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b . memegang_ teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang

Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republilc Indonesia 
dan Bhinneka Tunggal lka; 

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau 
swiah/pernah menikah; 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 
aederajat; 

e. tidak rangkap jaba.tan, baik sebagai Kepala Desa, Pcra.ngkat Desa, Kepala 
BUMDesa atau Ketua RW /R't/LPM; 

l. bersedia clicalonkan menjadi anggota BPD; 
g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; 
h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; 
i. sehat jasmani dan rohani; 
j. tidak pemah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana 

kejahatan dcngan ancaman hukuman paling singkat 5 {lima) tahun; dan 
k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

(2) Penduduk Deaa mengajukan permohonan secara tertulia untuk menjadi 
anggota BPD kepada Panitia clan dilampiri persyaratan sebagai berikut 
a. Jl'ot:ocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
b. P'otocopy ijamh terakhir, 
c. Surat pernyataan yang menyatakan: 

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancaaila, melaksanakan 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
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aerta. mempertahankan clan mcmellhara keutuhan. Negara 
Republik lndoneaia dan Bhinneka Tungpl lka; 

3 . tidak rangkap jabatan, baJk aebaga.i Kepala Deea, Pcrangkat Desa, 
Kepa_la 8UMDeaa atau Ketua RW /RT/LPM; 

4. bencdia dtcalonkan mertjadl angota BPD; 
S. bertempat tinggal di wilayah pemillhan dan mcrupakan penduduk 

desa yang benangkutan; 
6. tldak pemah dlhukum penjara karena melakukan tJndak pidana 

kejahatan dengan ancaman hukuman paling eingkat 5 (Hrna) tahun; 
7. tidak kchilangan hak pillh dan dipillh. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pcngisian Anggota BPD 

Paeal 4 

~tlian Jteanaotaan BPD dilakukan melalui: 
a. pcngisian a.nggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan 
b. pcngisian anggota BPD berdasarka.n keterwakilan perempuan. 

PasalS 

(1) Pengisimi ariggotil BPD berdasa:rltim ketetwakilari wilayah sebagaiinana 
dimaksud dalam. Pasal 4 huruf a d.ilakukan untuk memilih calon anggota 
BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa. 

(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat {l) adalah 
masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa. 

(3) Masyarakat desa yang dapat dipilih sebagai unsur wakil 
wilayah, tida.k harus laki-laki, tetapi juga boleh perempuan. 

(4) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah lingkup wilayah Dusun, yang ditetapkan 
oleh Panitia memiliki wakil dalam keanggotaan BPD. 

(5) Jumlah anggota BPD yang dipilih berdasarkan keterwakilan 
wi:ktyah ditetapkan secara proporsional atau menggunakan 
formulasi scbagai berikut: JKW • JTA - (mtotn,•J 1 C>nJ1C 
JKP) 

(JKW • JTA dilrurang (minimal 1 orangJKPJ 
JKW : Jumlah Keterwakilan Wilayah; 
JTA , Jwnlah Total Anggota BPD. 
JKP : Jumlah Kcterwakilan Pcrempuan. 

Pasal6 

( 1) Jumlah anggota 
aebagaimana dimaksud 

BPD dari 
dalam Pasal 

dengan 

masing-masing 
5 ayat (4) 

mcmperhatikan eeca.ra proporsional 
penduduk. 

wilayah 
ditetapkan 

jumlah 

(2) Dalam hal jumlah wilayah Duaun lcbih banyak dari jumlah 
Anggota BPD yang boleh dilai, maka 2 (dua) Duaun atau lebih 
dapat djgabung untuk diwakili 1 (satu) orang anggota BPD. 

{3) Pengabungan dan penctapan wilayah pemilihan aebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia 
denaan memperhatlkan jumlah penduduk maalng..masing 
wilayah. 
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Pasal9 

(l) fmlila rl:: a iesww dinwmyl delem Paal 8 •Jat (l) melakutan 
p, .p.. ;.... clan penyans•n bual cakm nm .u+ BPD dalam jangk;a 
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J'MIII mewakili wiJwyah tmr.DIU; 

C. mdabmakao pcnjarinam dan pcnyarinam bual calon~ 
d.. mmd■I· PD QDl JaD1 u::leb aanaiuhi pcnyua_tan; 
e:. mro,AJ**" ca1a cara pdatsa:naan prm:iliban; 
l dewn baJ cffl■benakan pemitibao \■nplmg, maka Panitia 

benuau mrmfea-litui pmyed,Mn pcrala~ 
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pcdengkapan clan tempat pcmungutan. suar~ 
melaksanakan pemungutan suara, menetapkan basil 

rckapitulasi penghitungan suara dan mengumum.kan 

hasil pemilihan; dan 
g. menetapk.an calon-calon anggota BPD terpilih dan menyampaikan 

kepada Kepala Desa. 

Pasal 10 

( 1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan 

melalui proses pemilihan langsung, Panitia 

pengisian menyelenggarakan pcmilihan 
oieh masyarakat yang 

langsung calon anggota BPD 
mempunyai haic 

pilih. 
(2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan 

melalui proses musyawarah perwakilan, calon 

anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan 

olch unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih. 
(3) Calon angota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara 

tcrbanyak. 

Pasal 11 

(1) Panitia Pengisian menyampaikan calon anggota BPD terpllih kepada 

Kepala Dess., paling lambat 7 (tt.tjUh) hari scjak calon atlgg(}ta BPD tctpilih 
ditetapkan panitia. 

(2) Kepala fiesa menyampaikan calon anggota BPI'.> terpilih kepada Bupati 

melalui Camat, paling lam.bat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya basil 

pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati. 
(3} Tata cara percsmian calon anggota BPD terpilih mengacu kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Bagian Keli.ma 
Tata Cara Pengisian 

Anggota BPD Antar Waktu 

Pasa.l 12 

(1) Anggota BPD yang berhenti antarwa.ktu diganti.kan oleh calon anggota BPD 

nomor urut berikutnya berdasarkan basil pemilihan anggota BPD. 

(2} Dalam hal calon anggota 8PD nomor urut berikutnya sebagaimana 

dimakirud ·pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh 

calon anggota BPD nomor urut berikutnya. 
(3) Dalam hal tldak terdapat calon anggota BPD nomor urut berlkutnya 

yang akan mengganti anggota BPD yang berhenti, maka pengisian anggota 

BPD antar waktu dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a. apabila anggota BPD yang diganti berasal dari perwakilan 

unsur wilayah, maka pemi1iban dilakukan olch warga dcsa 

pada wilayah yang diwakilinya; 
b. apabila anggota BPD yang diganti berasal dari pcrwakilan 

unsur perempuan, maka pemilihan dilakukan oleh warga 

desa pcrempuan; 

f4t Pemillhan anggota BPD antar waktu sebagaimana dirnBksud pada ayat (3) 

~ dengan cats. musyawatah petwakilan. 
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(5) Syarat anggota. BPD antar waktu sama. dengan syarat anggota. BPD 
sebagaimana d~ud dalam Pasal 3 . 

Pasal 13 

(1) Paling lambat 7 (tajuh) hari kcrja scjak anggota BPD yang diberhcntikan 
antarwaktu ditetapkan, Kepala Deaa menyampaikan usulan nama 
calon penggantl anggota 8PD yang diberhentikan kepada 8upatl melalui 
C&mat. 

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan anggota BPD 
yang diberhentikan antar waktu sebagaimana 
climaksud pa.da ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama 
calon pcngganti anggota BPD yang diberhentikan kepada 
Bupati. 

Pasal 14 

(1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masajabe.tan 
anggota BPD yang digantikannya. 

(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tlihitung 1 (satu) 
periode. 

f>asall5 

(1) Pcnggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa 
masa. jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. 

(2) Keanggotaan BPD ~hegaimene diroek:sud pada ayat (1) kosong sampai 
bcrakhirnya masajabatan anggota BPD. 

BABm 
KELEMBAGAAN BPD 

Pasal 16 

(1) KelembegUn BPD terdiri atas: 
a. pimpinan; dan 
b . bidang. 

(2) Pimpinan BPD sebe.gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri ata~ 
a. 1 (satu) orang ketua; 
b. 1 (satu} orang wakil ketua; dan 
c. 1 (satU) otang sektetarl$. 

(3) Bi~ sehegairoana dimsksud pada a~t (1_) huruf b terdiri atas : . . 
a. bid.ang pcnyelenggaraan pcmenntahan desa dan pcmbinaan 

kemasya.rakatan; clan 
b. bidang pembangunan desa dan pembcrdayaan 

masyarakat desa. 

(4) Bi.dang eebegeimene diroeksud pa.da ayat (3) dipirnpin oleh ketua bideng, 
(5) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang mcrangkap sebagai enggota BPD. 



(1) Pimpinan BPD den 
16 ayat (1) 
secara langaung 
khusus. 
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Pasal 17 

Kctua Bidang sebagaimana dimak8ud dalam Pasal 
dipilih dari dan oleh anggota BPD 
dalam rapat 8PD yang diada.kan secam 

(2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan kctua bidang 
scbagaimana climaksud pada ayat ( l) untuk pertama kali 
mpimpin olch anggota tcrtua clan dibantu olch anggota 
termuda. 

(3) luq>at pemilihan sebagaimana dimaksud pada ~at (2) dilaksanakan 
paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pcngucapan 
sumpah/janji. 

(4) Rapa.t pemilihan pimpinan dim/ ata.u kctu.a bidang bcrikutnya 
karcna pimpinan dan/ atau kctua bidang bcrhcnti, dipimpin 
oleb ketua a tau pimpinan BPD lainnya bcrdasarkan 
kescpakatan pimpinan BPD. 

P8.sal 18 

(1) Pimpinan dan Ketua Bidang scbagaimana dimaksud dalatn Pasal 17 ayat 
(1) yang terpilih, ditetapkan dengan Kcputusan 
BPD. 

(2) Keputuaan BPD sebagaimana dimakaud pada ayat (l) mulai 
berla.ku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama 
Bupati. 

BABIV 
FUNGSI DAN TUGAS BPD 

BPD mempunyai fungsi: 

Bagian Kcsatu 
Fungsi BPD 

Pasal 19 

a. membahas dan mcnycpakati Rancangan Pcraturan Dcsa bcrsama 
Kepala Desa; 

b . mcnampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 
c. melakukan pcngawasan kinerja Kepala Desa. 

Bagian Kedua 
Tugas BPD 

Pasal20 
BPD mempunyai tugas: 
a m~l aSJ)lrruri masyarant; 
b. mcnampung aspirasi masyarakat; 
c. mengelola aspirasi masyarakat; 
d. menyalurkan aspirasi masyarakat; 
e. menyelenggarakan musyawarah BPD; 
r. menyclenggarakan musyawarah Desa; 
g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; 
h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan 

Kepala Deaa antarwaktu; 
i~ membahaa dan menyepakati rancangan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa; 
J. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 
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k. rodaku)am cwluasi laponm. ketcrangan pcnyelenggaraa.n 
Pbuelintaban Dc9a; 

L mcnciptakan bubungan kerja yang barmonis dcngan 
~ intab Des& dan lembaga Des& lainnya; dan 

m. mdeksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan 
pen.turan pcnmdang-undangan. 

Paragraf 1 
Penagatian Aspirasi Masyarakat 

Pasal 21 

(1) BPD mdakukan pengalilm a~ masyarakat. 
fl) ~ !vm upitasi $Cbapinwia dimabt)d pada ayat (1) dapat 

dilakukan langsung kepada kelembagaan dan 
masyarakat fies&. termasuk kelompok masyarakat miskin, 
masyarakat berkebutuhan khusus, pcrempuan, kelompok 
marjinal. 

(3) ~ngatiso aspirasi diJaksanakan berdasarkan keputusan 
musyawarah BPD yang dituangkan dalain agenda kerja BPD. 

(4) Pelaksanaan penegalian aspirasi ~hagaimana dimaks1.1d 
pada ayat (1) ~ panduan kegiatan yang sdrurang-
kunmgnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu clan uraian 
kegiatan. 

(5) Basil penaaJisn aspirasi masyarakat Desa clisampaikan 
dalam musyawarah BPD. 

Paragraf2 
Menampung Aspirasi Masyarakat 

Pasal 22 

( l} ~J®tnu:n kegiamn tnfflRmpung aspirasi masyMakat 
dilakukan di sekretariat BPD. 

(2) Aspirafil masyara.k:at scbagaimana diroahud pada ayat {l) 
ct'wdrnroJStraS1lam dan ctlsampailam daiam musyawarah 
BPD. 

Paragraf3 
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat 

Pasal23 

(l} BPD mengdohl aspirasi muyarakat Desa melalui pengadministrasmn dan 
pennnusan aspimsi. 

(2) Pengadrninistrasian aspirasi .. :1ebagaimana dimaksud _pada 
meliputl bidang 

kemasyarakatan 
ayat (I} berciasarkan pembidangan yang 
pemerintahan, pembangunan, pembinaan 
dan pemberdaya.an masyarakat Dcsa. 

(3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan 
aspirasi masyarakat Dcsa untuk disampeiken kepada Kepela 
Desa delem rangka rnewujudkan tata kelola penyelen@l!araen 
pemerintahan yang baik clan kescjahteraan masyarakat Dcsa. 



Paragraf4 
Pcnyaluran Aspirasi Masyarakat 

PUal24 
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{l) BPD menyalurkan aspirasi masya.rakat de.lam bentuk lisan 
dan atau tu1isan. 

f2) ~yaluran aspirui masyarakat d:alam bentuk linn 
scbagaimana diroaksud pada ayat {l) scperti penyampaian 
aspirasi masyarakat oleh BPD datam musyawarah BPD yang 
dihadirl Kepaia Dcsa. 

(3) Pcnyaluran aspiraai masyarakat datam bentuk tulisan 
scbagairoana dimaksud pada ayat (1) scperti pcnyampaian 
aspirasi mclalui surat dalam rangka pcnyampaian masukan 
bagi pcnyclenggaraan Pcmerintahan ~ permintaan 
ketc:r:engen kepada Kepala ~ atau penyeropaien 
rancangan Peraturan Desa yang berasal dari inisiatif BPD. 

Paragraf 5 
Pcnyclenggaraan Musyawarah BPD 

Pasai25 

(1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka mengbasilkan 
keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis. 

(2) Hal yang bersifat stratcgis sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) sepcrti 
musyawarah pcmbahasa.n dan penyepakatan 
rancangan Pera.tu.ran Dcsa, cvaluasi laporan keterangan 
penyelcnggaraan Pcmerintahan Desa, menetapkan peraturan 
tat.a tertib BPD, dan usu1an pcmbcrhentian ang,ta BPD. 

(3) BPD mcnyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai 
bcrikut 
a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD; 
b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedik:it 

2/3 (dua pertiga) darijurolab anggota BPD; 
c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna 

mencapai mufakat; 
d. apabi.la musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan 

diJaloikan dengan cara pemungutan suara; 
e. pemungutan suara sebagaimana dimak:sud dalam huruf d dinyatakan 

88h a:pabila. diaetujui oleh paling scdikit ½ (satu perdua) 
ditambah 1 (satu) darijumtah anggota BPD yang hadir; dan 

r. basil musyawarah BPD ditetapkan dengan k.eputusa.n BPD dan 
dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. 

Paragraf6 
Penyelenggaraan Musyawarah Desa 

Pasal26 

(1) Musyawarah Desa diaelenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh 
~mcrintah Dcaa. 

(2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diilruti oleh 
BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk. 
memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalem penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 
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(3} Hal yang bcrsifat strategie. schagaimana diroakslJd pada ayat {2) meliputi: a. penatBan Desa; 
b. pcrcncanaan Ocsa; 
c. kerja sama Desa; 
d. rcncana invcstasi yang masuk kc DcSB; 
c. pembcntukan BUM Desa; 
f. pcnambahan dan pelepasan Asct Desa; dan 
g. kejadian luar biasa. 

(4) Unsur masyarakat scbagaimana dimanud pada ayat (2) terdiri atas: a . tokoh adat; 
b. t'Okoh agama; 
C. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pemuda; 
e. tokoh pendidikan; 
f. perwakilan kelompok tam; 
g. perwakilan kclompok nclayan; 
h. pcrwakilan kclompok perajin; 
L perwaidian kelompok pe1empuan; 
j. perwakilan kelompok pemcrhati dan pelindungan anak; k. pcrwakilan pckcrja sosial masyarakat; dan 
1. perwakilan kclompok masyarakat tidak mspan. 

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimak:sud pada ayat (4). musyawarah Dcsa. dapat mclibatkan unsur masyarakat lain, sesuai dengan 1rondiai budaya masyarakaL 
(6) Musyawarah Desa sebegeirruma dimabud ayat {l) dibiayai dari anggaran pendapat.an dan bclanja Dcsa. 

Paragraf7 
Pcmbentukan Panitia J>cmiliban l{epa]a Dcsa 

Pasal27 

(1) BPD membentuk panitia pi"tttiJiban Kepala Desa ~tak dan panitia pemiliban Kepala Dcsa antar waktu. 
(2) Pembcntukan panitia sebagaunana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dcngan Keputusan BPD. 
(3) Ketentuan mcngcnai unsur dan jnmlab kcanggotaan tata cara. pelaJcsanaan pemilihan, pengangkatan pembcrhentian kcpala dcsa, lcbih lanjut bcrpedoman peraturan perundang-undangan yang bcrlaku. 

Paragraf8 
Penyelcnggaraan Musyawarab Dcsa Khusus Untuk 
~ Kepala Desa Antarwaktu 

Pasal 28 

Panitia, 
dan 

pada 

( 1} BPD mcnyelcnggarakan musyawarah Dcsa khusus untuk pcmilihen Kepala Desa antarwaktu. 
(2) PenyelengganWl musyawarah Desa 

pada ayat {l) dilalrukan untuk 
Desa yang diajukan panitia 

dimaksud 
calon Kcpala 

pcngcsahan caion Kepaia Dcsa tcrpllih. 
(3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa tcrpilih sebagaimana dimak"'ud pada ayat (2} kcpada panitia untuk disampaikan kepada BPD. 



(4~ BPD menyampaikan oalon Kcpala. Desa. terpilih sebegaimana 
dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lambat 7 
(tujuh) hari scjak diterirnanya laporan basil pemilihan Kepala 
Desa dari panitia pemillhan. 

Paragraf9 
Pembahasan clan Penyepakatan 

Rancangan Peraturan Desa 

Paaal29 

(1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan 
Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau 
Kepala Desa. 

(2} Peml>Maiw1 raneangan Peraturan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat { 1) diselenggarakan oleh BPD dalam 
musyawarah BPD. 

(3J Rancangan Peraturan Desa 
schagaimana dirnak"'ud pada 
dalam musyawarah internal 
hari kerja terhitung scjak 
oleh BPD. 

yang diusuikan Kepala Desa 
dahulu 

(scpuluh) 
diterirna 

ayat ( 1) dibahas terlebih 
BPD paling lam bat 10 

rancangan Peraturan Desa 

(4} PeJekseneen pembahase.n rancangan Pc.raturan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala 
Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga 
puluh} hari sejak pelaksanaan musyawarah intemaJ BPD. 

{5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan 
pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen 
musyawarah. 

Pasal 30 

(1) Dalam hal pembahasen rancangan Peraturan Desa antara BPD dan 
Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama 
tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang 
tida.k disepakati. 

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimak8ud pada ayat (1) dapat 
diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati mclalui 
Camat clisertai catatan permasalahan yang tidak clisepakati 
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pcmbahasan 
terakhir untuk mcndapatkan evaluasi dan pembinaan. 

(3) Tindaklanjut evaluasi dan pcmbinaan scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat berbentuk: 

a. pcnghcntian pcmbaha.san.; a.tau 
b. pcmbinaan untuk tindaklanjut pcmbahasan dan kescpakatan 

rancangan Peraturan Desa. 
(4) Tiodaklanjut pembahasan dan kescpakatan scbagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pcjabat lain yang ditunjuk 
8upati. 

r>aragrat to 
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa 

Pasal 31 

(l} BPD melakukan pcmgawasan terhadap kinerja Kepala Desa, 
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fl) Pw:laksaoaao pcngawasan sehegaimaoa dimaka1ui pada ayat(l} dUelmkeo mdalui: 
a. perencanaan kegiatan Pcmerintah Desa; 
b. b. pelaksanaan kegiatan; dan 
c.. pelaporan penyelengaraan Pemerintahan Desa. 

~ Bentuk pengawaaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi. 

Pasal 32 

Ham pctaksimailli pcngawa~ kiilerja Kepala :oesa sehagaimma ctimaksud dalam Pasal 31 ayat ( 1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. 

Paragrafll 
Evaluasi Laporan Keterangan 

~~tahanI>esa 

Pasal 33 

(1) BPD mclakulam cvaluasi atas LKPPD yang diajukan Kepala Desa. fl) Evaluasi sebegaimana dimanud pada ayat ( 1) merupakan eva1uasi atas kiocrja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran. 
(3} Pelaksaoaan evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaku.kan bcrdasarkan pnnsip d.emokrati.3> responsif, transparansi, akuntabilitas den objektif. 
£4) ~ ~ dln»tnud padii iiYiit (l} dlliik:~ 1a'hadap: 

a capeian pc1aksanaan RPJM Dcsa, RKP Desa dan APBDesa; 
b, capeian pelaksanaan pcnugasan dari Pemcrintah, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupatcn; 
c. capeia,, ketaatan terha.dap pelsksanaan tugas scsuai penrturan penmdang-undangan;dan 
d. prcstasi Kepala Dcsa. 

Pasal34 

(1) BPD Dielalrukiui evaluasi LKPPD paling lambat 10 (scpillilli) him kerja aejak diterima. 
fl) Berdasarkan basil evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) BPD dape.t 

a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa; 
b. meminta keterangan atau informasi; 
c. menyatakan pendapat; dan 
d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.. 

{3) Delem bal Kepala Desa tidak memenuhi pennintaan BPD sebagaimana dimakaud pa.da ayat (2) huruf b , BPD tctap mdanjutkan proses penyelffaian evaluasi LKPPD dengan memberibn catatan kmerja Kepala Dess.. 
(4) Eva1uasi LKPPD scbagaimana dimak!lud pada ayat ( 1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. 

\ 
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Paragara{ 12 
Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis 

dengan Pemerlntah Desa. dan Lembaga Desa La.innya 

Pa88136 

(1) Dalam rangka menelptakan hubungan kefjii. yang harmonis dfflgan Pcmerintah Desa dan lcmbaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi An tar Kelembagaan Desa. a tau FKAKD. (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk. 
(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 
(4) Tugas forum 8"'begairoaoa diroaksud pada ayat (1) menyepakati clan menyelesaikan berbagai pcrmasalahan aktual di desa. 

BABV 
HAK., KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD 

BagianKesatu 
HakBPD 

Pasal36 
BPD berhak: 
a. ~ pengawa!mn; 
b. menyatakan pendapat; dan 
c. mendapatkan biaya operasional. 

Pasal 37 
(1) BPD berhak melakukan pengawasan dao meminta ketcrangan tentang peny~ Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. 
(2) Pengawasan dilakukan melalui lregiatan monitoring dan evaiuasi peiaicsanaan tugas Kepaia Desa. 
(3) Monitoring dao evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilakukan tcrbadap percncanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyclenggaraan Pemerintahan Desa. 

Pasal38 

{l) BPD bcrhak menyatakan pendapat atas penyelengaraan pernerintahan dcsa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan Iiia.syatakat desa. 
(2) Hak menyatakan pcnda~t digunakan berdasarkan Keputusan BPI>, yang diambil dan disepakatl berdasarkan basil musyawarah BPD. 

(3) Pemyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat ll) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara ccrmat clan objektif ataa pcnyclenggaraan Pcmerintahan. Desa. 

(4) Penilaian 
melalui 

sebagai:mana 
pembahasan 

dimaksud pada ayat 
dan pendalaman 

t3l dilakukan 
suatu objek 
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pcnyclcnggaraan Pcmewteban De88.. ye.ng dUakukan daJam 
musyawarah BPD. 

Paaal39 

(1) BPD bcrhak mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya yang bcraumbcr darl APB0e88.. 
(2) Alokasi biaya operaaional aebagaimana dimaksud pada ayat ( l} dengan memperhatikan kom.ponen kebutuhan operaalonal dan kem.Mnpuan Keuangan Desa. 

Bagian Kedua 
Hale Anggota BPD 

Paul 40 

{ 1) Anggota BPD berhak: 
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; 
b . mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usui den/ atau pcndapat; 
d. memilih dan dipilih; dan 
e. mendapat tunjangan darl APBDesa. 

(2) Hale anggota BPD sebe.gaimana dimek~ud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan da]am musyawarah BPD. 
(3,) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} BPD berhak: a. memperoleh pengembangan kapa-sitll& melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan tek:nis. dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan 

b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi. dan/ atau Pemerintah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi 
(4) Pcmbiayaan pcngembangan kapasitas sebagaimana dimakirud pada ayat (3) huruf a. bcrswnbcr dari APBN • APBD Provinsi• APBD Kabupaten dan/atau APBDesa.. 
(5) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimak~ud pada ayat (3}- huruf b diberikan pada tingkat Nasional. Provinsi dan Ke.bupaten dalam 2 {dua) kategori: 

a. kategori pimpinan; dan 
b. kategori a:nggotll. 

{6) Pcmberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 41 

{l) Pimpinan dan anggota BPD bcrhak untuk memperoleh tunje.ngan. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelakeanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya. 
(3) Tunjangan pclaksanaan tugas dan fungsi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan. 
(4) Tunjangan lalnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja. 
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Pasal42 

{l) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalaJn Pasal 41 ayat (3) diberika.n bcrda.sarkan k.cdudukan anggota daJam lrelembagean BPD. 
{2) Tunjangan kinerja sebagai.mana diroek!\ud delaro Pasal 41 ayat (4), dapat diberikan daJaro hal tcrdapat penambahanbeban k.crja. 
(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat f2) bersumber dari Pcndapatan Aali Deaa. 
{4) Besaran tunjangan BPD Sf"bageimana dimak~ud pada ayat (1) dan ayat (2) ditctapkan olch Bupati. 

Bagian Kctiga 
Kcwajiban Anggota BPD 

Pasal.43 
Angota BPD we.jib: 
a. merncgang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undan& Dasar Ncaara Rcpublik 

1945, serta mcmpcrtabankan dan 
Negara Kcsatuan Rcpublik Indonesia 
Ilm; 

Indonesia Tahun 
memelihara keutuhan 

dan Bhinneka Tnnggal 

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelcnggaraan Pemerintahan Dcsa; 
c. mendahulukan kcpcntingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan; 
d. menghonnati nilai sosia1 budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; e. menjaga nonna dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lcmbaga desa lainnya; 
f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan pcnyclcnggara.an Pemerintahan Desa serta mempcloporipenyclenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; 
g. memfasilitasi pcnyelesaian konflik yang terjadi di desa, baik konflik an tar warga, antar lembaga pemerintahan atau lcmbaga k.cmasyaraka.tan di dcsa; dan 
h. mengupayakan terpcliharanya ketertiban umum dan menjaga kerukunan di tingkat desa. 

8egwl Keempat 
Laporan Kinerja BPD 

Pasal44 

{l)selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalatn Paw 43, BPD juga betkcwajibail menyampaikan Lapota.n Kifierja BPD. 
(2) Laporan Kinerja BPD merupakan laporan atas pclaksanaan tugas BPD dalam t (satu) tahun anggaran. 
(3) Laporan Kinerja BPD sebegeimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dcngan sistematika: 

a. dasar hukum; 
b. pelaksanaan tugas; dan 
c. penutup. 

(4) Laporan Kincrja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilaporkan sccara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secam tertulis dan atau lisan. 
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(5} Laporan kinerj.a BPD sehagaimana dirnaksud pada ayat ( l} disampaikan. 
paling lambat 4 (empat) bulan seteleh-selesai tahun anggaran. 

Pasa:145 

( 1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana 
dimaksud dalain Pasal 43 ayat (3) digunakan 
Bupati untuk e.aluasi kinerja BPD serta pelak~ 
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. 

(2.} Laporan ki.nerja BPD yang disampaikan pacia forum 
musyawarah Desa seba.gairnan.a dirnaksud dalam Pasal 43 
ayat (3) merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan 
tugas BPD kepada masyarakat Desa. 

BPD berwenang: 

Bagian Kellina 
Kewenangan BPD 

Pasal46 

a . mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan 
aspirasi; 

b. menyampaika.n aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa 
secara lisan dan tertulis; 

c . mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi 
kewenangannya; 

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa; 
e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan 

Desa kepada Pemerintah Desa; 
f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan 

De8it, pelaksanaan pembangunan Desa, 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; 

Pemerintahan 

Pemerintahan 
pembinaan 

g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan 
penyeienggaraan Pemerlntahan Desa serta 
mempeloporipenyclenggaraan Pemerintahan Dcsa berdasarkan tata 
kelola pcmerintahan yang baik; 

h. menyusun peraturan tata tertib BPD; 
i. menyampaikan laporan basil pengawasan yang bersifat insidentil 

kepada Bupati mela)ui Camat;. 
j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional 

BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan da1ain 
R.ancangan APBDesa; 

k. mengelola biaya operasional BPD; 
I. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan 

Desa kepada Kepaia Desa; 
m. mengusulkan pengangka.tan dan pemberhentian Kepala Desa; 
n. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 
o. melalrukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka 

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
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BAB VI. 
PERATURAN TATA TERTIB BPD 

Pasal47 

(1) BPD menyusun pcraturan tata tertib BPD. . 
(2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas 

dan disepakati dalam musyawarah BPD. . , 
{3) Peraturan ta.ta. tertib BPD aebagaimana. dbnak&ud pa.da ayat (1) paling 

sedikit memuat: 
a . kcanggotaan dan k~lcmbag~ BPO; 
b. fungsi, tugas, hale, kewajiban dan kewenangan BPD; 
c. waktu musyawarah BPD; 
d . pengaturan mcngcnai pimpinan musyawarah BPD; 
e. ta.ta cara. musyawarah BPD; 
f. tata lakse.na dan hak menye.takan pende.pe.t BPD de.n 

anggota BPD; dan 
g. pcmbuatan berita acara musyawarah BPD. 

(4} Penge.turan mengenai waktu musye.warah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf d meliput:c 
a. pelaksanaan jam musyawarah; 
b. tcmpat musyawarah; 
c. jenis musyawarah; dan 
d. daltar hadir anggota BPD. 

(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana 
dimaksud pa.da ayat (1) hurufb meliputi: 
a. pcnetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan 

anggota hadir lengkap; 
b , pcnetape.n pim.pinan musyawar~ apabila. ketua.. BPD 

berhalangan hadir; 
c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil 

ketua berhalangan hadir; dan 
d . penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah 

sesuai dengan bidang yang d.itentukan dan pcnetapan 
pcnggantlan anggota BPD antarwairtu. 

(6) Pengaturan mengenai tata cara. musyawarah BPD ~begairoan.a 
dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi: 
a. tata cara pcmbahasan rancangan Peraturan Desa; 
b . konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; 
c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan 
d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat. 

(7) Pcngaturan mengenai tata laksana dan hale mcnyatakan pendapat 
BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi: 

a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa; 
b. penyampe.ian jawaban atau pcndapat Kepala Dese. atas 

pandanganBPD; 
c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat 

Kepataoeaa; mm 
d. tindak lanjut dan pcnyampaian pandangan akhir BPD 

kepada Bupati. 
(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara. musyawarah BPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi: 
a. penyusunan notulen ra:pat; 
b. penyusunan bcrita acara; 
c. format berita acara; 
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d. pcnandAtangaoao berita aoarBl dan 
c. penyampa.ian berita acara. 

BAB VU 
KETENTUAN l..AJN-LAIN 

Paw 48 
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(1) Dalam rangka penguat:an kapasltu kelembagaan, aumber daya 
manusia, solidaritas antar anggota BPD, serta untuk memperjuangkan 
aspirasi, BPD dapat mcmbentuk wadah pcrkumpulan dengan nama 
Forum Komunikasi, baik ditingkat Kcaunatan maupun ditingkat 
Kabupaten. 

(2) Forum Komunikasi BPD tingkat kecamatan, merupakan 
pcrwakilan dari unsur BPD pada seluruh desa. di keca.matan 
bersangkutan. 

(3) Forum Komunikasi BPD tingkat kabupaten, merupakan 
perwakilan dari unsur Forum Komunikasi BPD tingkat 
kecamatan. 

(4) Susunan organisasi dan kepcngurusan Forum Konmnikasi 
BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 
ditetapkan dan disepakati dalam musyawarah mufakat 
anggota BPD pad.a masing-masing tingkatan. 

(5) Pengesahan susunan organisasi dan kepcngurusan Forum 
Komunikasi BPD tingkat kecamatan ditetapkan oleh Camat. 

(6} Pengesahan susunan organisasi dan kepengurusan Forum 
Komunikasi BPD tingkat kabupaten ditetapkan oleh Bupati. 

(7) Biaya untuk kegiatan Forum Komunikasi BPD baik ditingkat 
kecamatan maupun tingkat kabupaten bersumber dari iuran 
anggota, dan dapat bersumber dari bantuan Pemcrintah, 
Pemcrintah Provinsi/Kabupaten/ Desa, serta bantuan dari 
pihak lainnya yang sah dan tidak mcngikat. 

BAB VIIl 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal49 

Peraturan Bupati mulai berlalru pada tanaal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Pcraturan 

Bupati ini dengan mcncmpatkannya dalam Serita Dacrah Kabupaten 

Kepahiang, 
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Ditetapkan. di K.cpebiang 
peda tangaJ 11" ftorW1n' • 2018 / _ 

BUPATJ KEPAHIANG, I 

~ 
' 

~IDAYAITULLAH SJAHID A_ 

DiunclMgkan di Kcpahiang 
pada tangga1 /1· 1':.br1AV1q, 2018 

~MMZAMI ZUBIR ~-

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2018 NOMOR 

-

I ' 


